PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUTH!
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWAS

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART.

3 e

SALINAN

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Pe
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangu

melayani kepentingan umum di bidang kesehat

NAN
STA

A,

raturan Daerah
nan Perdesaan

yang tidak

dan Perkotaan, objek pajak yang digunakan sem%tla-mata untuk

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak di
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan perkembangan kondisi saat ini, rum
yang dalam menjalankan usahanya selain melakuka
di bidang pelayanan kesehatan untuk menunjang prog

kenakan Pajak

ah sakit swasta
n fungsi sosial
ram kesehatan

nasional, juga menitikberatkan pada upaya mencari keuntungan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gu

pernur tentang

Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan Kepada Rumah Sakit Swasta;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri

ntahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajap( Daerah dan

Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah|Sakit;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Perundang-undangan;

tentang

Pembentukan




Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau

Dibayar Sendiri Oleh Waijib Pajak;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah,;

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang|Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

12 Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentarlg Pembebasan
Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN DAN

PAJAK BUMI
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

%ENGURANGAN
PERKOTAAN

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah bl(husus Ibukota

Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan

Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Pajak Provinsi

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Felayanan Pajak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.




10.

1

12.

13.

14.

18

16.

17.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kes
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas P

pada Kota Administrasi.

ehatan Provinsi

elayanan Pajak

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas

Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya

isingkat UPPD

adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang

berada di wilayah Kecamatan.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepa

berada di wilayah Kecamatan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan y

la UPPD yang

ang selanjutnya

disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan

pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan

yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Rajak Bumi dan/
atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi
sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Rumah Sakit Swasta adalah institusi pelayanan k
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan s
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja
darurat yang dikelola oleh Badan Hukum dengan iuj

berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

dan Bangunan

esehatan yang
ecara paripurna
an dan gawat
ian profit yang

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dJisingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak yang terhutang.

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang yang selanj

SPPT adalah surat yang digunakan untuk member

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
kepada Wajib Pajak.

Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-F2
dalam SPPT atau SKPD atau Surat Tagihan Pajak
PBB-P2.

BAB li

utnya disingkat
tahukan besar
yang terhutang

yang terhutang
Daerah (STPD)

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBB-F2

KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA
Bagian Kesatu
Pengenaan PBB-P2

Pasal 2

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atqu dimanfaatkan

oleh Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Ma

syarakat (IPSM)

dikenakan PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2

yang seharusnya terhutang.




(2) Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :

a. minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jum|ah tempat tidur
digunakan untuk pasien yang tidak mampu; dan

b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi dalam
rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk
investasi di luar Rumah Sakit.

Pasal 3

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan
oleh Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan Sosial
Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan
didirikan oleh suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas dikenakan
PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

Bagian Kedua
Pengurangan
Pasal 4

Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan
pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen)
dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang dengan ketentuan
Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM)
dimaksud menerima atau memberikan pelayanan| Kartu Jakarta
Sehat (KJS).

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan pada permohonan secara tertulis dengan melampirkan
bukti surat keterangan yang menerangkan bahwa Rumah Sakit
Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (ik‘SM) tersebut
menyelenggarakan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas
Kesehatan.

Pasal 5

Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan Sosial
Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 3, dapat
diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dengan syarat Rumah Sakit tersebut menerima atgu memberikan
pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan pada permohonan secara tertulis denggn melampirkan
bukti surat keterangan yang menerangkan bahwa Rumah Sakit
Swasta Pemodal tersebut menyelenggarakan pelayanan Kartu
Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas Kesehatan.

Atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh
Rumah Sakit Swasta, tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk
pelayanan kesehatan atau secara langsung yang terletak di luar
lingkungan Rumah Sakit Swasta tetap dikenakan PBB+P2 sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undargan.




(1) Pengenaan PBB-P2 kepada Rumah Sakit Swasta In

(2)

(3) Terhadap Rumah Sakit Swasta Pemodal yang

(1) Pemberian pengurangan PBB-P2 kepada Rumah

(2)

BAB Il
TATA CARA PENGENAAN DAN PENGURANGA
Bagian Kesatu
Pengenaan

Pasal 6

Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud

N PBB-P2

stitusi Pelayanan
dalam Pasal 2

ayat (1), dengan cara menerbitkan SPPT PBB-P2 sebesar 50% (lima

puluh persen) dari PBB-P2 "yang seharusnya terhy
data PBB-P2 yang ada.

Terhadap Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan S
(IPSM) yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-PZ
Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), @
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD).

itang dari basis

psial Masyarakat
2, maka PBB-P2
idasarkan pada

belum pernah

diterbitkan SPPT PBB-P2, maka PBB-P2 terhutang didasarkan pada

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan
Paragraf 1

Persyaratan Permohonan

Pasal 7

Sakit Swasta

Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) dan Rumah Sakit
Swasta Pemodal yang bukan Institusi Pelayanan Sogial Masyarakat

(IPSM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
ayat (1), berdasarkan permohonan tertulis yang
memuat :

1. nama dan alamat Wajib Pajak/Direktur sesua

tercantum dalam SPPT/SKPD;
2. Nomor Objek Pajak (NOP);
3. alamat Objek Pajak; dan

4.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
persyaratan sebagai berikut :

1. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Rumah S

2. fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon;

(1) dan Pasal 5
paling sedikit

dengan yang

Tahun PBB-P2 terhutang yang dimohon pengurangan.

(1), dilengkapi

%kit:




(3)

(1)

(2)

3. fotokopi SPPT PBB-P2: dan

4. Surat Penunjukan/Penetapan Rumah Sakit sebag
Jakarta Sehat (KJS) dari Dinas Kesehatan.

ai peserta Kartu

Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 dilakukan dalam

jangka waktu paling lama :

a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2:

b. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD;

c. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keberatan PBB-P2;
d. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana 4Iam; atau
e. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab

lain yang luar

biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

dalam jangka waktu tersebut tidak dapat d
keadaan di luar kekuasaannya.

Permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2 atau

ipenuhi karena

1 (satu) SKPD.

Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas

objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali

dalam hal objek

pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Bentuk surat permohonan pengurangan PBB-P2 sebagz
pada ayat (1), sesuai format 1 dalam Lampiran Peratur
Paragraf 2

Kewenangan Penyelesaian Pengurangan

Pasal 8

imana dimaksud
an Gubernur ini.

Gubernur mendelegasikan kewenangan penyeleszaiap pengurangan

PBB-P2 kepada :

a. Kepala UPPD menyelesaikan permohonan pengurangan PBB-P2
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak menyelesaikan permohonan
pengurangan PBB-P2 di atas Rp 500.000.000,00 |(lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah); dan

c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak menyelesaika

lima ratus juta rupiah).

permohonan

pengurangan PBB-P2 di atas Rp 2.500.000.000#00 (dua miliar

Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib PajaK

yang diterima

oleh UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan

Pajak yang bukan kewenangannya sebagaimana
ayat (1), maka permohonan tersebut diterima dan dit

imaksud pada
skan kepada

UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan
Pajak yang berwenang.




(3)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Penyampaian permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7
sejak diterimanya permohonan.

Paragraf 3
Penelitian Administrasi dan Lapangan
Pasal 9

Berdasarkan permohonan pengurangan PBB-P
dimaksud dalam Pasal 8, UPPD atau Suku Dinas F
atau Dinas Pelayanan Pajak melakukan penelit
permohonan dan persyaratan permohonan, der
sebagai berikut :

a. mengembalikan permohonan kepada
permohonan dan persyaratan permohonan tidak

Wajib Pajak

tujuh) hari kerja

? sebagaimana
*elayanan Pajak
an administrasi
ngan ketentuan

jika
engkap; dan

b. memproses pemberian pengurangan PBB-P2 jika permohonan

dan persyaratan permohonan lengkap lampiranny

Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksu
huruf a, dilakukan secara tertulis dengan meny
pengembalian permohonan yang disertai dengan tan

/a.

i pada ayat (1)
ebutkan alasan
da terima.

Pengajuan permohonan yang disampaikan melalui pos, pengembalian

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
disampaikan melalui pos.

huruf a, dapat

Wajib Pajak yang dikembalikan permohonannys
dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kem

sebagaimana
li permohonan

pengurangan PBB-P2 setelah melengkapi kekurangan persyaratan

permohonan.

Tanda terima pos merupakan tanda terima penyamp
dari Wajib Pajak.

Pasal 10

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
meliputi seluruh persyaratan permohonan.

Bentuk formulir penelitian administrasi sebagaimana

ian permohonan

Pasal 9 ayat (1),

dimaksud pada

ayat (1), sesuai format 2 dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11
UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau
Pajak dapat melakukan penelitian di lapanga
kebenaran keadaan subjek dan objek pajak.

Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara

Dfnas Pelayanan
n

untuk menguji

penelitian yang

ditandatangani juga oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan membuat

laporan hasil penelitian.

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Laporan Hasi! R

format 3 dan format 4 dalam Lampiran Peraturan Gu

enelitian sesuai
bernur ini.




Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksu
dgn Pasal 11 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hat
diterimanya permohonan yang telah lengkap.

(1)

(2)

3)

(4)

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a.

Pasal 12

Paragraf 4
Keputusan Pengurangan
Pasal 13

Kepala UPPD atau Kepala Suku Dinas Pelayanan P
Dinas Pelayanan Pajak dalam jangka waktu paling

d dalam Pasal 10
i kalender sejak

ajak atau Kepala
lama 6 (enam)

bulan sejak diterimanya permohonan memberi keputusan pengurangan.

Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala

Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan
Bentuk Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Ke
Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak
Pengurangan PBB-P2 sesuai format 5 Lampiran Peratur;

Pasal 14

Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud (¢
diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Dalam hal permohonan dilakukan melalui pos, keputus
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada |
kuasanya melalui pos.

Penyampaian Keputusan Pengurangan sebagaimana
ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan tanda terima.

Pengiriman keputusan melalui pos merupakan bul
keputusan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh W
kuasanya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur
diajukan permohonan pengurangan PBB-P2 atau tida
restitusi atau kompensasi.

permohonan pengurangan PBB-P2 yang telah diaju

Pajak Rumah Sakit Swasta sebelum berlakunya Peratu

Pajak Daerah.

pala Suku Dinas
Daerah tentang
an Gubemur ini.

jalam Pasal 13,

}an sebagaimana
Wajib Pajak atau

dimaksud pada

ti penyampaian

ajib Pajak atau
ini, tidak dapat
kK dapat diajukan

kan oleh Wajib
ran Gubemur ini,

dapat diberikan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sesuai den
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

jan kriteria dan




BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODD
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO-HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI_BAEEA%




Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2013
Tanggal 22 Agustus 2013

CONTOH FORMAT

No. Format Judul

1. | Format 1 Surat Permohonan Pengurangan FPBB-P2
2. | Format 2 Formulir Penelitian Administrasi

3. | Format 3 Berita Acara Penelitian

4. | Format 4 Laporan Hasil Penelitian

5. | Format 5

Keputusan Kepala Dinas Pelayznan Pajak/Kepala
Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan
Pajak Daerah tentang Pengurangzn PBB-P2 Kepada
Rumah Sakit Swasta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO




Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

Jakarta,

: Permohonan Pengurangan PBB-P2

Kepada
Rumah Sakit Swasta

FORMAT 1

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala

Suku Dinas Pelayanan
/Kepala UPPD..........

di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor ....... Tahun ter

]

tang Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Rumah Sakit Swasta

......... bersama ini kami mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Rumah Sakit Swasta:
Alamat
Kelurahan

Kabupaten/Kota*)

1

2

3

4. Kecamatan
5

6. Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Waijib Pajak™), atas objel
1. Nomor Objek Pajak
2. Alamat objek PBB-P2

3. Tahun PBB-P2 Terhutang

sebagai berikut :

( pajak :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya

diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Rumah Sakit Swasta




PBB-2 RUMAH SAKIT SWASTA ..

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI PERSYARATAN PERMOHONAN P

FORMAT 2

ENGURANGAN

No

Persyaratan PBB-P2

Penelitian Persyaratan **)

Ada

Tidak Ada

Keterangan

Permohonan dibuat secara tertulis dalam
bahasa Indonesia yang disertai dengan
alasan dan ditandangani oleh wajib pajak
atau kuasa

Surat Kuasa bermeterai cukup apabila
permohonan dikuasakan

Identitas wajib pajak/KTP
identitas pemilik atau direksi atau yang
dikuasakan

Nama dan alamat Wajib Pajak/Direktur
sesuai dengan yang tercantum dalam
SPPT PBB-P2/SKPD

Nomor Objek Pajak (NOP)

Alamat Objek Pajak

(|

Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan

Tahun PBB-P2 Terhutang yang dimohon
pengurangan

©

Persyaratan Permohonan PBB-P2 yang

dilampirkan :

1) Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan
Rumah Sakit

2) Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon
Rumah Sakit

3) Fotokopi SPPT PBB-P2 Rumah Sakit

4) Surat Penunjukkan/Penetapan Rumah
Sakit sebagai peserta KJS dari Dinas
Kesehatan

10

Besaran pemberian pengurangan PBB-P2

KetERANGAN :
**) adaltidak ada diberi tanda ()

pd

Peneliti

ama Jelas)




DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA
UPPD/SUKU DINAS/DINAS PELAYANAN PAJAK?*)

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor:

FORMAT 3

Stirat-Perintah-TFugas Nomor
Tanggal Penelitian

Data mengenai Waijib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP PBB-P2 L b 711

LI IS ET P ET g f

2. NPWPD ] [T

l

0N OO O Y

No. Seri SPPT/ SKPD *)
4.  Alamat

Kelurahan

Kecamatan

Kota Administrasi
5. Nama dan alamat

@

Ahli Waris Wajib Pajak ol
2
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan
Alamat

Nomor Telepon
Alamat Cabang

—_—

Nama, jabatan dan alamat
pengurus menurut akte
notaris terakhir

RT/RW:



Il.__Data mengenai Tunggakan PBB-P2:
TAHUN NO & TGL JUMLAH PBB-P2 JUMLAH PBB-P2 YG TELAH JUMLAH SISA
NO.[ o AJ}\’K NOP PBB-P2 SPPT PBB-2/ SKPD* YG HARUS DIBAYAR PIUTANG
DIBAYAR TANGGAL Rp. PBB-P2
1 2 3 4 5 6 [ 8

lll.  Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:

SOBELN

Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak

Surat Keberatan/Banding

Nomor dan Tanggal Surat Teguran
Nomor dan Tanggal Surat Paksa

Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita

Tanggal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi:

Catatan : Fotokopi SPPT PBB-2/ SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting):




VI.  Kesimpulan dan Usul:

Mengetahui,
KASI UPPD/SUKU DINAS/DII\}AS PELAYANAN PAJAK*)

NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

PENELITI |

NIP.

Menyetujui,
KEPALA DINAS/KEPALA SUKU DINAS/KEPALA
UPPD*)

NIP,

p—

PENELITIII

NIP.



FORMAT 4

BERITA ACARA
PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA ..o
NOMOR ¢ wosisiizisines
Pada hari ini .............. tanggal......... o151 17 O o TR it e yang
bertanda tangan di bahwa ini :
Nama @ ... MIP 3 cissniisiasssasismmsempm ]

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPD/Suku Dinas/Dinas Pelayanan Pajak Nomor

.............................. BRGGAL .« csuninain sviimnmmas 10N mengadakan penelitian lapangan atas
objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Pengurangan PBB-P2 dari Wajib|Pajak
1aNGgal’ «v.vimsnisiimmmmmnmen perihal Permohonan Pengurangan PBB-P2 Rumah Sakit Swasta

....................... tahun ...... atas :

1. Nama Waijib Pajak
2. Alamat Wajib Pajak
3. Alamat Objek Pajak
4. SPPT Tahun

5. Pajak Terhutang

.....................................

Waijib Pajak

Nama

Menyetujui
Kepala UPPD/Kepala Suku
Dinas/Kepala Bidang

Ket
*)Coret yang tidak perlu

.....................................................................................

......................................................................................

................................................

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

Peneliti

Nama

Menyetujui
Kepala Seksi UPPD/Suku Dinas/Dina
Pelayanan Pajak*)

1S




FORMAT 5

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN
PAJAK/IKEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH®)

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA......ccccounnn.

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT
PELAYANAN PAJAK DAERAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Tahu

tentang Pengenaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perd saan
dan Perkotaan atas Rumah Sakit Swasta;

b. bahwa berdasarkan dengan surat permohonan pengurangan Pajak |[Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak
.......................... nomor .................. tanggal ............... yang diterima
Dinas/Suku Dinas/UPPD  ......cocveiuveirennnnnnn berdasarkan tanda terima
[[[o]1 115 =g 1n (o[- | JPEEPRTECPE R BRIAT 2 ocincomsnaia tahun .J.......
atas SPPT/SKPD*) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Nomor ............. Tahun Pajak ............. dan dengan mempertimbangkan
penelitian administrasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdgsaan
dan Perkotaan Nomor ........... tanggal ..o, perlu diterbitkan
keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan jak/
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah

tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kepada Rumah Sakit Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dderah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr|busi
Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum PFajak
Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

dan
ada

7. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun .......... tentang Pengenaan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke
Rumah Sakit Swasta;

- -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS
PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH
TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA .......ccccvvvnnnnen

KESATU : Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Terhutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD *) nomor
.............. Tahun Pajak .....oveuasvensssssssannss §




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Provinsi DKI| Jakarta
3. Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD *)

Keterangan :

*) coret yang tidak periu

. Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana din
pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a.

a. Wajib Pajak
Nama
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

...............................................................

b. Objek Pajak
NOP :
Alamat objek pajak :

..............................................................

Kelurahan
Kecamatan P B s e T S ST a T v s il
Kabupaten/Kota Administrasi

--------------------------------------------------------------

Besarnya pengurangan PBB-P2 yang Terhutang sebesar ......|....

T persen) dari PBB-P2 yang Terhutang.

PBB-P2 yang Terhutang menurut SPPT/SKPD Rp
PBB-P2*)

Besarnya pengurangan PBB-P2
N D ! TR ) Rp

Jumlah PBB-P2 yang Terhutang
setelah pengurangan (a-b) Rp

%

naksud

................................

. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit
Pelayanan Pajak Daerah ini, Keputusan ini akan dibetulkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan
Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk{a

Ditetapkandi .............
pada tanggal ..............

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala U

Pajak/

RPD,")




